
BT'PATI TAPII|
PROVIilSI IOLIMAITTAN SEL/\TAN

PERATURAN DATRAII IIABTIPATEN TAPIN
NOMOR 13 TAIIUN 2015

TEITTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELITIIJA DAERAII
TAHTIN ANGGARAN 2OL6

DENGAN RATIMAT TT'HAIT YANG UAHA ESA

BI'PATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentrran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daeratr, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintatran Daerah,
Kepala Daerah diwajibkan mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturaa
penrndang-undangan untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daeratr Tahun 2016 yang
dijabarkan ke dalam Kebljakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah
disepakati bersama antara Pemerintatr Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr pada
tanggal 20 November 2Ol5;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurrf b, perlu
menetaplran Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2OL6;

b.
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Mengingat : 1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembenttrkan Daerah Tingkat II Tanatr Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1965 Nomor 51, Tambatran I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggtra Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286].;

Undang-Undang Nomor I Tatrun 2OO4 tentang
Perbendatraraan Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Talrun 2OO4 Noms-r 5,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355h

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaart, Pengelolaan dan Tanggungiawab
-Keuangan Negara (l.ombaran -Negara Repub-Ltk
Indonesia Tabr:n 2OO4 Nornor 66, Tambahart
kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaoo\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a42Ll;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintatr
Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

-Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
L26, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38);

4.

5.

6.

7.

8.
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9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2olt tentang
Pembenhrkan Perattrran Penrndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2olt Nomor 82, Tanrrbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daeratr (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telatt
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penrbahan Kedua Atas Undang-Undaxrg Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daeratt
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2Ol5 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tatrun Anggaran 2016 (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahr:n 2Ot6 Nomor 278,
Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57671i

Perahrran Pemerintatr Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangart

-F-{mp-i-nan dan -Ar-rggota -Dewan -Pe-rrvaki--lan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 90, Tambahart
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44L61, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

L2.

13.

L4.
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terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2OOT tentang Pen batran Ketiga Atas
Peraturan Pemerintatr Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daeralr (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7L2l;

Peraturan Pemerintatr Nomor 23 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan
Badan l.ayanan Umurn (Iembaqan Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor l7L,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

Peraturan Pemerintatr Nomor 55 Tatrun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Perahrran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintatr
Nomor 65 Tahun 20 10 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintatr Nomor 58 Tatrun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45781;

16.

17.

18.

alL
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Perattrran Pemerintatr Nomor 65 Tatrun 2005
tentang Pedoman Penyrsunan dan Peneraparr
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

Perahrran Pemerintah Nomor 79 Tatrun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6l4.l;

Peratnran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OO7 Nomor 83, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7381;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OLO Nomor L23, Tarrbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Perahrran Pemerintatr Nomor 3O Tahut 2Otl
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 59,
Tambahan lembaran Negaa Republik
Indonesia Nomor 52191;

Peraturan Pemerintatr Nomor 2 Tahun 2Ot2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272l.1,

Peratrrran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tastbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5s33);

2L.

22.

23.

24.

20.

26.

25.
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27.

28.

29.

32.

Perahrran Presiden Nomor 87 Tatrun 2OL4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor l1 Tahun 2}ll tentang
Pembenhrkan Peraturan Penrndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OL4 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor LgT Tatrun 2Ol5
tentang Rincian Anggran Perrdapatan dan
Belanja Negara Tatrun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 288);

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daeratr, sebagaimana telah diubatr
belerapa kali, teraktrir dengan Peraturarr
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL
tentang Perubahan Kedua atas Peraturarr
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 31O);

31.

30. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teloris
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL
Nomor 45O), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2OL2 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeratr (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5a0);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk
Hukr:m Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 32);
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Pen5rusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 9Og),
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015
tentang Perubatran Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tatrun 2015 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daeratr Tatrun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2O1S
Nomor 1893);

34. Perahrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin (kmbaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor O4);

35. Peratrrran Daerah Kabrrpaten Tapin Nomor O5
Tahun 2OO8 tentang Pembenttrkan Organisasi
dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Katnrpaten Tapin
Tahun 2OO8 Nomor 05), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Perattrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin {Irmbaran Dasrah Kabupaten Tapin
Tahun 2OLS Nomor 09);

36. Peratrrran Daerah I(abupaten Tapin Nomor Ol
Tahun 2Ot2 tentang Pembenhrkan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daeratr Kabupaten Tapin (Lembaran Daeratr
Kabupaten Tapin Tahun 2OL2 Nomor 01);

37. Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2OL2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

3a. Peraturan Daeratr Ihbupaten Tapin Nomor O2
Tahun 2013 tentang Pembentrrkan Organisasi
dan Tata Keda Sekretariat Dewan PengunrS
Korps Pegawai Reptrblik Indonesia Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2Ot3 Nomor O2);
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39.

40.

42.

Anggaran Pendapatan dan
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daeratr

Surplus/(Defisit)
Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 2 14.O4L.754.|42,6O
b. Pengeluaran Rp. 22.75O.000.000,00

Pembiayaan Netto
Sisa kbih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan:

Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 0S
Tatrun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi pamong praja
Kabupaten Tapin (I.,embaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2OLg Nomor O3);

Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor O5
Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2Ol4 Nomor 05);

Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pembenhrkan Produk Hukum
Daerah di Lingkr:ngan Pemerintah Kabupaten
Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tatrun
2OL4 Nomor 02);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daeratr
Kabupaten Tapin Tahun 2016 (Berita Daeratr
Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 13);

41.

Dengan Persetqiuaa Bersama

DEItrAN PERIYN'ILITil RAI(YAT DAERAII KABI'PATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAIT:

Menetapkan : PERATURAN DATRAII TENTANG ANGGARAIT
PENDAPATAIT DAN BELITNJA DATRATI TAHUIT
AITGGARAN 2016.

Pasal 1

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Rp. 1.339 .232.277.596,00
Rp. 1.53o.52a.03 1.739,60
(Rp, L91.29t.7s4.L42,6O1

Rp. L91.291.754.L42,6O

t
Rp. 0,00
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pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I
terdiri dari :

e. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 62.032.395.996,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. L.O49.L64.491.600,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
Rp.228.O35.39O.OOO,OO

(21 Pendapatan Asli Daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
hunrf a terdiri dariJenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daeratr sejumlah Rp. 13.8 16.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.126.382.984,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ytrrg Dipisahkan
sejumlah Rp. 6.3 19 .47O.OL2,OO

d. L.ain-lain Pendapatan Asli Daeratr yang sah sejumlah
w. 38.770.543-OOO,OO

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagr Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp. 37 1 .729.378.600,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 451.047.893.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 226.387.220.000,00

(41 Lain-Ia.in Pendapatan Daerah yang Satr sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 4.000.000.000,00

b. Dana Bag Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya sejumlah Rp. 73.288.9 I 0.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp.69.453.764.OOO,0O

d. Dana Desa Yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Rp. 7 6.292.7 L6.OOO,00

e. Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 5.OOO.OOO.OOO,OO

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri
dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 627.6OL.84O.2O2,6O

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 902.922.191.536,00

o,lL
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(2) Belanja Tidak I"angsung sebagaimana pada ayat (r) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 439.415.338.774,2O

b. Belanja Hibah sejumlatr Rp.20.000.000. OO0,O0

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlatr Rp. 3.705.600.000,00

d. Belanja Bagr Hasil kepada Provinsi/I(abupaten/Kota. dan
Pemerintsh flesa sejumlah Rp. 1.694 .23f1.298,40

e. Belar{a Banhran Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintatran Desa dan
Partai Politik sejumlalr Rp. 1 59.086.663. 1 60,00

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.700.000.000,00

(3) Belar{a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlatr Rp. 27.409.306.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.315,714.399.511,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 559.798.486.025,OO

Pesal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :

er. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah
Rp.2 14.O4 t.7 54.142,60

b. Pengeluaran Pembiayaan Daeratr sejumlah Rp.
22.750.OO0.OOO,OO

(21 Penerimaan Pembiayaan Daeratr sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan :

a. Sisa Iebih Perhihrngan Anggaran Tatrun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA) sejumlatr Rp. 2 LO.79L.754.142,6O

b. Penerimaan Pinjaman Daeratr sejumlatr
Rp. 2.250.000.000,00

c. Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi/Penyertaan Modal
sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 20.5OO.OOO.OOO,0O

b. Pemberian . Pinjaman Daeratr sejumlatr
Rp. 2.250.000.000,00

A
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Pasat 5

uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercanttrm datarn- Lampiran
yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daeratr ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) menurut Urusan Pemerintatran
-D 

aeralr dan O-rgan-i sas_i ;

3. L,ampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) menunrt Urusan Pemerintatran
Daeratr, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapittrlasi Belanja mentrrut Urusan
Pemerintahan Daeratr, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

5. L,ampiran V Rekapihrlasi Belartja Daerah Unhrk Keselarasarr
dan Keterpaduan Urrsan Pemerintatran Daeratr
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. La.mpiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambalrarr dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset l"ainnya;

1 1. L^ampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tatrun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan
Bupati.

4L
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Pasel 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratrrran Daeratr ini dengan penempatannya dalam Lembararr
Daerah Kabupaten Tapin.

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 29 Desember 2015

KABI'PATEU TAPIil,

DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OT5 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SEI"ATAN : (163/2015)

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 29 Desember 2015


